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TENTANG 
 

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BEKASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BEKASI, 

 
 

Menimbang   :        a. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis 
pajak yang dipungut guna mendukung pelaksanaan 
Pemerintahan Daerah, meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah; 

 
b.  bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi, perlu 
menetapkan Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan 
Menara Telekomunikasi  di Kota Bekasi; 

 
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan 
Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi.    

 
 

Mengingat    : 1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 

 
2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
6.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 
7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 
8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan 

Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 
07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 



3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 
Bersama Menara Telekomunikasi;  

 
10.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 

 
11.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang 

Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 
Seri D); 

 
12.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri B, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1).   

 
 

Memperhatikan : Berita acara rapat penyusunan Peraturan Walikota tentang Tata 

Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara 
Telekomunikasi Nomor 180/432-Huk tanggal 30 Oktober 2015. 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 
PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA 
TELEKOMUNIKASI DI KOTA BEKASI.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Bekasi. 



4. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang 
diperoleh dari harga transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana 
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga 
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.  

5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 
laut wilayah kota. 

6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.  

7. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan untuk sektor 
perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan.      

8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum 
yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan 
konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan 
umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai 
simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan 
konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat 
telekomunikasi. 

9. Biaya Pembuatan Baru/Cost Reproduction New (CRN) adalah estimasi biaya 
untuk menentukan nilai NJOP sebuah bangunan. 

10. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang 
digunakan sebagai pedoman dalam penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. 

11. Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu 
aktiva tetap berwujud sepanjang masa manfaatnya.        

 
BAB II 

PERHITUNGAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

Pasal 2 
 

(1) CRN digunakan untuk menghitung NJOP bangunan, tower/menara telekomunikasi 
yaitu mengalikan tinggi menara dengan CRN per meter persegi setelah 
penyusutan yang telah disesuaikan dengan klasifikasi nilai bangunan. 

(2) Analisa CRN dapat diperbaharui sesuai dengan cara melakukan pemutakhiran 
harga bahan dan upah yang berlaku pada tahun yang dimaksud.  

 
Pasal 3 

 
(1) CRN memerlukan analisa penyusutan dalam setiap estimasi nilai bangunan. 
(2) CRN per meter persegi diperoleh dari membagi CRN per unit dengan tinggi 

menara. 
(3) CRN per meter persegi disesuaikan dengan tabel Klasifikasi bangunan. 
(4) Formula penghitungan NJOP bangunan tower/menara telekomunikasi 

sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini.    



 
BAB III 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 4 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 
 
                Ditetapkan di Bekasi 
         pada tanggal 2 Nopember 2015 
 
                 WALIKOTA BEKASI 

 
                  Ttd/Cap 
 
               RAHMAT EFFENDI 
 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 2 Nopember 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI  
 
 Ttd/Cap 
 
          RAYENDRA SUKARMADJI 
 

 
 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 44 SERI E 
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